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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahur dan menjelaskan penerapan
Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan di bidang
pendaftaran tanah secara teoritisi sesuai dengan norma-norma hukum yang
berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian in1 adalah metode yuridis
normatif. Secara teoritis penerapan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh
Hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah masih terdapat perbedaan. Pasal ini
belum mengikat Hakim dalam memutus sengketa. Diterapkannya pasal ini masih
tergantung dar1 pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak
yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika
Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat
benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik Sehingga
diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada
wewenang hakim yang mengadili perkara. Keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP
Nomor 24 tahun 1997 pada intinya adalah untuk meminta perhatian pada
Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada konsep
rechtverwerking, yaitu konsep asal dari pasal ini yang sudah diterapkan berkali-

kali oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan sengketa tanah di Indonesia.

Pada umumnya pendapat yang menyetujui diterapkannya pasal ini karena dapat

dianggap memberikan jaminan kepastian hukum pemegang sertipikat hak atas

tanah. Sertipikat Tanah merupakan jaminan kepemilikan yang kuat atas tanah.

Sertipikat Tanah merupakan alat yang paling lengkap tentang hak dari pemilik

yang tersebut di dalamnya serta tidak dapat diganggu gugat.
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